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RINGKASAN 
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TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN REFORMA 
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TAPIN 

Oleh : 

Ahmad Humaidul Hiza1, Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.,M.Hum2 
Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 102 Halaman 

 
Tanah adalah sumber daya vital yang diamanatkan oleh Tuhan dan memiliki 

peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam aspek kesejahteraan dan 
kemakmuran. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara bertanggung 
jawab atas pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. 
Hal ini dijadikan dasar dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria dan diperkuat dengan berbagai peraturan pemerintah seperti 
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 18 Tahun 2021 
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran 
Tanah. Pendaftaran tanah adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang 
mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data fisik dan yuridis 
untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik hak atas 
tanah. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan sertifikasi massal dari 
program PTSL terhadap tanah tidak terdaftar yang di daftarkan atas nama aparat 
desa guna memenuhi target dan percepatan PTSL dan Untuk mengetahui 
perlindungan hukumnya mengenai tanah yang sudah disertifikasi pada program 
PTSL terhadap tanah tidak terdaftar yang pemilik sejati tidak ada di Desa 
Margasari Hilir 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum. Kemudian Penulis 
sependapat dengan Peter Mahmud Marzuki mengenai istilah legal research atau 
bahasa Belanda rechtsonderzoek, dimana penelitian hukum pada dasarnya selalu 
normatif. Dimana legal research berarti mencari dan menemukan kebenaran 
koherensi. Peneliti memilih tipe Theoritical Research atau Penelitian Teori, yaitu 
penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep 
dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan 
prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan. 
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan 
tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu 
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yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Dalam penelitian ini, pendekatan 
penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan:Statue Approach (Pendekatan  
Undang-Undang dan Conceptual Approach (Pendekatan Konsep), Jenis  Bahan 
hukum sekunder bisa meliputi buku teks, kamus (terkhusus pada kamus hukum), 
dan jurnal hukum, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikutUndang-Undang Dasar Tahun 1945; 

Hasil pembahasan yakni Bahwa Pada pokoknya tidak ada kepastian hukum 
dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar, bahwa 
kepastian hukum, keabsahan dan perlindungan hukum baru akan tercipta setelah 
suatu bidang tanah didaftarkan. Namun sistem publikasi pendaftaran tanah di 
Indonesia memberikan suatu upaya perlindungan bagi pemilik hak atas tanah yang 
belum terdaftar, dengan terbukanya kesempatan untuk mengajukan keberatan 
maupun gugatan di Pengadilan. Bahwa ada kesempatan bagi pemilik hak atas 
tanah belum terdaftar kemudian didaftarkan tanahnya ke sertifikasi massal 
program PTSL, yang merasa bahwa haknya terlanggar oleh hak orang lain, baik 
disebabkan mal administrasi yang terjadi karena mal administrasi perangkat 
Pemerintah Desa maupun sebab lainnya. Upaya pemerintah untuk memberikan 
suatu bentuk perlindungan dan jaminan akan adanya kepastian hukum atas 
kepemilikan tanah bagi seseorang ialah dengan dilakukannya suatu pendaftaran 
hak atas tanah sebagaimana                          rumusan pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria. Bentuk perlindungan  
hukum terhadap hak-hak rakyat atas tanah dalam pembangunan adalah untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap 
tanahnya. perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah serta 
perlindungan hukum terhadap pemilik tanah belum terdaftar dari PTSL, negara 
patut melindungi pemegang sertifikat hak atas tanah karena adanya itikad baik 
pemegangnya dan adanya keputusan negara menerbitkan  sertifikat sebagai bukti 
hak atas tanah yang tidak patut dibatalkan negara tanpa santunan, untuk itu perlu 
adanya aturan hukum administrasi negara dan pelaksanaannya yang sah, benar 
dan tepat sehingga perlindungan hukum patut diberikan kepada pemegang 
sertifikat hak atas tanah. Akibat hukum atas penerbitan sertifikat tanah pada 
program PTSL adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Meskipun 
kepastian  hak terjamin, namun sertifikat tersebut bukanlah alat bukti yang mutlak 
dalam perkara pengadilan dan dapat digugat baik secara perdata, pidana, maupun 
administrasi karena sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah 
sistem pendaftaran tanah negatif. 
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ABSTRAK 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP TANAH 
TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN REFORMA 
AGRARIA DI WILAYAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

TAPIN 

Dalam rangka mewujudkan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 
Indonesia, meski telah didukung dengan dikeluarkannya aturan-aturan yang 
mengatur mengenai pendaftaran tanah, dan dalam rangka percepatan 
pendaftarannya dilakukan secara sistematis, yang kemudian dinamakan 
kegiatannya yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, tetap dimungkinkan 
adanya hambatan, kendala yang ini dapat merupakan suatu tantangan tersendiri 
untuk mewujudkan amanah yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum. Kemudian 
Penulis sependapat dengan Peter Mahmud Marzuki mengenai istilah legal 
research atau bahasa Belanda rechtsonderzoek, dimana penelitian hukum pada 
dasarnya selalu normatif. 

Hasil penelitian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap 
Tanah Tidak Terdaftar Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria Di 
Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Bahwa Tidak ada kepastian 
hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang belum terdaftar, 
karena kepastian hukum, keabsahan, dan perlindungan hukum baru tercipta 
setelah tanah didaftarkan. Meskipun demikian, sistem publikasi pendaftaran tanah 
di Indonesia memberikan perlindungan bagi pemilik tanah yang belum terdaftar 
dengan membuka kesempatan untuk mengajukan keberatan atau gugatan di 
Pengadilan. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum 
atas kepemilikan tanah melalui pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Perlindungan 
hukum juga diberikan kepada pemegang sertifikat tanah melalui program PTSL, 
di mana negara berkewajiban melindungi pemegang sertifikat karena adanya 
itikad baik dan keputusan negara untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Namun, 
meskipun sertifikat tanah adalah alat bukti kepemilikan yang sah, ia tidak bersifat 
mutlak dalam perkara pengadilan dan dapat digugat secara perdata, pidana, 
maupun administrasi karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia bersifat 
negatif. 
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanah, Tidak 
Terdaftar, Percepatan Reforma Agraria 
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